BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUP.
NOMOR : 22 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAIN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

a. bahwa dengan telah ditetapxan Peraturan Pemeriritah Nomor 20
Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan
Undung-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retrivusi Daerah maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang
Retribusi Tempat Parkir Khﬁsus.

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana cimaksud

pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Lampung (Lembaran Negara Yahun 1964 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembertuxan
Kabupaten Kabupaten Daerah Tk. || Way Kanan, Kabupaten
Dacrah Tk I Larﬁbuhg Timur dan Kotamadya Daerah Tk. Il Metro
(I_embarén Negara Tahun 1993 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Neygara Nomor 3825);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran
Nejara Nomor 3839 ) ;

4. Undang-undang Nomor 123 Tahun1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3186):

0. Urdang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209 ) ; »



6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1932 tentang Lalu Lintas dan
Angkiitan Jalap (Lembaran Negari. Tahun 1892 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

Undzng-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

~lI

Retribusi Daerah ( Lembaran Nzgara Tahun 1997 Nomor . 41,
Tambahan Negara Tahun 3683 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidena (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63,
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Retribusi
Dacran ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nemor 3692) ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang
Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;

12. Keputusan Menteri Daiami Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Ketentuan
Umum Mengenai Penyidikan Pegawai Neger. Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tanun 1997 Tentang Penyidik Pugawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993
tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan ;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1996
tentang Peyempurnaan Keputusan Menteri Perhuburgan Nomor
K'A 38 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutah Crang di
Jalan dengan Kendaraan UImum ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1937 tentang

' Fedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPLING TIMUR.




MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TENTANG RETRIBUS| TEMPAT KHUSUS PARKIR.

- BRABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b
C.
d.
e

Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur;

DPRD adalah DPRC Kabupaten Lampung Timur;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retiibusi Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;

Badan adalah satu Etzntuk badan usaha yang meliguti Persercan Terbatas, Perseroan
Kemanaiter, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan narma
dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Perkumpuian, Kongsi, Koperasi, Yayasan
atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetay serta
bentux usaha lainnya;

Parkir adelah keaclaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat
sem.entara;

Tempat khusus par':ir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola
oleh FPemerintah Dzerah yang meliputi Pelataran/Lingkungan Parkir, Taman Parkir dan
(Gedung Parkir;

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang
berade pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan
yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip corninercial karena pada dermaga dapa: pula
disediakan oleh sector swasta;

Retribusi Tempat  Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayarar atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan,
dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan
dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

-



~ 7 m. Masa Retribusi adalah suatu jahgka waktu tertentu yang merupakan betas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk rnemanfaatkan tempat khusus parkir;

n. Surat Pendaftaran Objek F?etribusi‘Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD,
adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajih Retribusi untuk rnelaporkan data objek
retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dakar penghitungan dan pembayaran retribusi
yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

0. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah
Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yar.g selanjutnya dapat
disingkat EKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumiah
retribusi yang telah ditetapkan;

g. Surat Ketetapan Refribusi Daerah Lébih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumiah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang
tidak seharusnya terutang;

r.  Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau san«si administrasi berupa bunga dan atau
denda:

s. Surat Keputusan Keperatan adalah surat kepitusan atas keberatan terhadap SKRD
atau document lain ‘ang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh
Wajib Retribiisi;

t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatarr untuk mencari, mengumpulkan can
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepaiuran
pemenuhar. kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undargar
retribusi daerah;

u. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disszut
FPenyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membua:
terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan naima Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retiibusi sebagai pembayaran
atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah

Daerah.



Pasal 3

(1) Objek Retrihusi adalah Pelayanar Penyediaan Tempat Khusus Parkir yang meliputi :
a. Pelataran lingku.igan parkir,
b. Taman parkir.
c. Gedung parkir.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau

dikelola cizh Perusehaan Daerah dan Pihax Swasta cleh Pemerintah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalan orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat knusus

parkir.

BAB Iil
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal &

Retribusi tempat khus'is parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- Tingkat penggunaan diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu penggunaan empat

khusus parkir.

BAB VYV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF .
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasz-<z~
pada tujuan untuk raemperoleh keuntungan yang layak sepbagaimana keuntungan vang
pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi

pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TAPF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat pa.kir yang disediakan dan jenis

kendaraan bermotor.



(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.

(3) Dalam hal tanf pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai
jumlah pembayaran persatuan un‘it pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-
unsur tarif yang meliputi
a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;

b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persattan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk
pegawai tidak tetép, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan
bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan
langsung dengar penyediaan jasa;

b. Biegya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya
yang mendukung penyediaan jasa;

c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya
yanq berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran can bunga
pinjaman. nilal s2wa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;

d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga
atas pinjaman jangka pendek.

(3) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam
persentase fertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari

~ modal.

(6) Struktur dan besanya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)

ditetapkan sebagai derikut :

JENIS TEMPAT JENIS KENDARAAN TARIF
PARKIR BERMOTOR ' (Rp)
Pelataran/Lingkungan/ Sedan, Jeep, Mini Bus, 500/sekali parkir
Pasar Pick Up, dan sejenis Bus, 500/sekali parkir
Truck dan alat besar lainnya 1.000/sekali parkir
Sepeda Motor, 300/sekali parkir
Taman Sedan, Jeep, Mini Bus, 500/sekali parkir
Pick Up, dan sejenis Bus, 500/sekali parkir
Truck dan alat besar lainnya 1 .'SOO/sekaIi parkir
Sepeda Motor ‘ 300/sekaii parkir o
Gedung . Sedan, Jeep, Mini Bus, ’ 600/2 jam ‘
Pick Up, dan sejenis Bus, 600/2 jam
Truck dan alat besar. lainnya 2.000/2 jam
Sepeda Motor 4N0/2 jam




BAB VIl
WILAYAH PEMUNGUTAN
* Pasal 8

Retribusi yang terhutang dipungut ciwilayah daerah tempat pela;}anan penyediaan parkir

diberikan.

BAB Vil
VIASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TZRHUTANG
' Pasal 10

Masa retribusi tempat khusus parkir di gedung adalah jangka waktu lamanya 2 (dua) jam
atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya:

(3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dazrah.

BAB X
PENETAPAN RETRIRUSI
Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan
retribusi terhutang dengan mene/bitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakar:
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA. PEMUNGUTAN



Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diporongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRLC atau dokumen Ilain  yang
dipersaraakan.

BAB Xll|
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sariksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terhutang atais kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XIl!
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pembavyaran rztribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran
retribusi dilakukan setclah berakhimya jangka waktu pemakaian.

(3) Retribusi yang terhuteng dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokurnen lain
yang dipersamakan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan

Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,

- SKRDKBT, SPRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah
retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib
Retribusi dapat ditayih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.



BAB XV
KEBERATAN
* Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan sezara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi. Wajib
Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribtisi tersebut.

(4) Keberaian harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
SKRD atau dokumen Jain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat c'ipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenunhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan (3) tidak dianggaj> sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatar. tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan

penagihan retribusi.

Pasal 18

(1) Kepale Daerah dalain jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tangga’ Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas Surat Keberatan dapat berupa menerima selurJrnya
atau sebagian, menclak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepz'a
Daerah tidak memberikan sutu kecutusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permochonan
pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memberikan keputusan.,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Kepale Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
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kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempun;/ai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalain kelebit.an pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilekukan dalam jargka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB. '

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka
waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebsar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

(1) Permohonan pengeribalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis
kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. nama dan alamat Wajib Retribusi,
b. masa retribusi,
c. besarnya kelebihan pembayaran,
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
langsung atau melalii pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan

bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi
lainnya. Sebagaimana dumaksud pada ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara

pemindahbukuan nan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMB~BASAN RETRIBUSI



Pasal 23

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.
(2) Pemberiati pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pzda ayat (1)
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3) Tata cara penguréngan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala
Daerah. '
BAB XVl
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

(1) Hak uniuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwersa setelah melampaui jangica
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuaii apabila Wajib
retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung
apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran atau,
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wa;ib Retribusi baik langsung maupun tcak
- larigsung. |

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mer_gikan
Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bular atau canda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

(2) Tindak picana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata
merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai
Peraturan Perundeng-undangan yang berlaku.

BAB XX

PENYIDIKAN
Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan
Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomcr 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, menguropulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengen tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentzng kebenaran perbuatan yarg dilakukan sehubungan cengan

tindak pidana Retribusi Daerah,;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen [ain berkenaan
dengan tindak pizlana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti  pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e.

h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi

daerah;

. BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27 .

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang telah ada dan

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
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Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturen
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeran Kabupaten Larnpung Tinwr.

_th'é!t.apkan\\ai‘\: Sukadana
Pada Tanggal- ‘:-,_\ 31 Oktober 2000
~+ BUPATI LAMPUNG TIMUR

L
v

e WY /

e
Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh . DPRD Kabupaten Lampung Timur

Dengan . Surat Keputusan Nomar ;170 /29 / X/ SK / DPRD - L.TM / 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di . Sukadana

Pada Tanggal X November 2000

T .
SEKRETAR!S@M RABUPATEN LAMPUNG TIMUR
4&‘ éSANA TUGAS
&
% h‘ s
3 o PRSI TR g

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 22



